
a. bahwa untuk menindaklanjuti evaluasi Kementerian 
Keuangan Republik Indonesia cq. Kantor Pelayanan 
Perbendaharaan Negara Cirebon dalam surat Kepala KPPN 
Cirebon kepada Bupati Cirebon Nomor S- 
782/WPB.13/KP.0604/2019, perlu diadakan perubahan 
kedua Peraturan Bupati Cirebon Nomor 62 Tahun 2018 
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana 
Desa Setiap Desa di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2019; 

b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, 
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 62 
Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan 
Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Cirebon 
Tahun Anggaran 2019. 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara 
Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten 
Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 
Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 5495); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tambahan Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa 
Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5864); 

7. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016 
tentang Bilyet Giro (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 248); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2017 
Tahun 2017 ten tang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan 
Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah 
dengan Pera tu ran Menteri Keuangan 
Nomor 112/PMK.07 /2017 Tahun 2017 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 50/PMK.07 /2017 Tahun 2017 tentang 
Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081); 
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11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 
ten tang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 1448); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611}; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 
Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan 
Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 
Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Seri E.l, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 
Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2017 tentang 
Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 
tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan 
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 
Nomor 1, Seri E.1); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 
Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon 
Tahun 2014 - 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Cirebon Tahun 2015 Nomor 4, Seri E.3, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 
Nomor 42); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 
Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 13, Seri A.3); 

16. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 122 Tahun 2015 
tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Serita 
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 122, 
Seri E.112); 

17. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 54 Tahun 2016 tentang 
Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah 
Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 54, Seri E.37); 

18. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 58 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingku p 
Inspektorat Kabupaten Cirebon (Berita Daerah 
Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 58, Seri E.40); 

19. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 90 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan 
Inspektorat di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon 
(Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 
Nomor 90, Seri E.79); 

20. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 59 Tahun 2018 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Ka bu paten 
Cirebon Tahun 2018 Nomor 60, Seri A.3} 
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Pasal 36 
(1) Desa membuat dokumen permohonan penyaluran Dana 

Desa Tahap III kepada Bupati melalui Camat yang terdiri 
dari: 
a. Surat permohonan penyaluran dari kuwu; 
b. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana 

Desa tahun anggaran sebelumnya; 
c. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa 

tahun anggaran sebelumnya; 
d. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana 

Desa sampai dengan tahap II; 
e. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana 

Desa tahap II (terutama pembangunan fisik berikut 
pajak) yang menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan 
paling kurang 75o/o (tujuh puluh lima persen) dan rata­ 
rata capaian output paling kurang 50% (lima puluh 
persen], dihitung berdasarkan rata-rata persentase 
capaian output dari seluruh kegiatan. 

f. Surat Pemyataan Tanggung jawab PPKD (Pakta 
Integritas); 

g. RPD Dana Desa Tahap III; 
h. Kwitansi Dana Desa tahap III dibuat rangkap 4 (empat) 

bermaterai. 

1. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal I 
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Cirebon 
Nomor 62 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian Dan 
Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Cirebon 
Tahun Anggaran 2019 (Serita Daerah Kabupaten Cirebon 
Tahun 2018 Nomor 63, Seri E.41), sebagaimana telah diubah 
pertama kali dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 
2019 ten tang Perubahan atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 62 
Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian 
Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 
2019, diubah sebagai berikut: 

PERATURAN BUPATI CIREBON TENTANG PERUBAHAN KEDUA 
ATAS PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 62 TAHUN 2018 
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN 
DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN CIREBON 
TAHUN ANGGARAN 2019. 

MEMUTUSKAN: 
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N CIREBON TAHUN 2019 NOMOR T' , SERI-· 

Diundangkan di Sumber 
pada tanggal - .) 
SEKRET ARIS LJ1>1..U,'H-l'r1U 

~~ 
~ 

IM RON 

Ttd. 

Pit. BUPATI CIREBON 
WAKIL BUPATI, 

Ditetapkan di Sumber 
pada tanggal 19 September 2019 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

PASAL II 

2. Ketentuan Pasal 51 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) 
diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 51 
(2) Penundaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa Tahap II 
tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD 
tahun anggaran sebelumnya. 

(3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran 
sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan 
disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II 
tidak dilakukan. 

(4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua Bulan Juni tahun 
anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran 
sebelumnya masih lebih besar dari 30°/o (tiga puluh persen), 
penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi 
sisa Dana Desa di RKUD. 

(5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala KPPN 
selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. 
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